
3. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

2. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

1. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Be bas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi 
Pelayanan Pasar; 

c. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar telah ditetapkan 
melalui Peraturan Daerah Ka bu paten Pringsewu N omor 
07 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pringsewu Nomor 15 Tahun 2013, sehingga dipandang 
perlu untuk melakukan peninjauan tarif; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali 
paling lama 3 (tiga) Tahun dan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

I 
b. bahwa perunjauan tk.rif dilakukan dengan 

memperhatikan indeks hargaharga dan perkembangan 
perekonomian; 

BUPATI PRINGSEWU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR 47 TAHUN 2015 
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Menimbang 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun '2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangundangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4932); 

6. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

5. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 

4. UndangUndang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4932); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pringsewu. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pringsewu. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI 
PELAYANAN PASAR. 

MEMUTUSKAN: 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Persampahan 
dan Ke bersihan; 1 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 
Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Pringsewu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 
Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pringsewu Nomor 39 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 39); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2010 Nomor 01); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Pringsewu. 
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten 
Pringsewu. 
Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar, 
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu. 

Bendaharawan Penerimaan adalah Bendaharawan 
Khusus Penerimaan pada Dinas Pasar, Kebersihan dan 
Pertamanan Kabupaten Pringsewu. 

8. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Pringsewu. 

9. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan 
pembeli barang maupun j'tsa yang diberi batas tertentu 
dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan 
berbentuk los dan/ atau kios dan bentuk lainnya yang 
dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus 
disediakan untuk Pedagang. 

10. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ 
sederhana yang berupa halaman/pelataran, los 
dan/ atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan 
khusus disediakan untuk Pedagang. 

11. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut 
Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai 
pernbayaran atas penggunaan/ pemakaian/ 
pemanfaatan fasilitas pasar tradisional/ sederhana 
berupa pelataran/halaman, los, kios di kawasan pasar 
untuk pedagang yang disediakan/ dikelola oleh 
pemerintah daerah, tidak 'termasuk yang dikelola oleh 
Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. 

12. Kios/Los adalah tempat penjualan barang/jasa yang 
kelayakannya representatif baik dari aspek luas 
bangunan, klasifikasi konstruksi maupun permodalan 
milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang disewa 
oleh pedagang sebagai tempat kegiatan berjualan. 

13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang 
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Perkumpulan, 
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi 
sejenisnya, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha 
tetap serta bentuk usaha lainnya. 

14. Golongan Retribusi adalah pengelompokkan retribusi 
yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa 
usaha dan retribusi perijinan tertentu . 

15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh jasa pelayanan atau menggunakan 
fasilitas pasar milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu 
yang disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah 
Kabupaten Pringsewu dan diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan 
yang diperoleh. 

c 
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No JENIS JENIS TARIF (Rp) 
DAGANGAN BANGUNAN /TEMPAT 

1. Semua a. Kios 2.000,/hari 
Jenis 
Dagangan b. Los 2.000,/hari 

c. Halaman/Pelataran/ 2.000,/hari 
Amparan . / 

(2) Struktur besarnya tarif Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

( 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan penggunaan 
jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran/halaman, los 
atau kios. c 

Pasal 2 

BAB II 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI • 

i l I 
~ 
I 
l 

16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi 
digunakan untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah 
atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh 
Bupati Pringsewu. 

1 7. Surat Ketetapan Retribu~i Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah ' Surat melakukan tagihan 
retribusi dan/ a tau sanksi administrasi berupa bunga 
atau denda. 

18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi 
serta menemukan tersangkanya. 

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk 
mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau 
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundangundangan dibidang retribusi. 

~ 
t 
J 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 47 

A. BUDIMAN PM 

=======ii l 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal 15 Desember 2015 • 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tanggal 15 Desember 2015 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati iru dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Pringsewu. 

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

' 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 
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